
 



 



 



 



 



 



 

i 
 

ABSTRAK 

 

Nama  : Ilham Syukur  

Nim  : 1810100001 

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum 

Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyah 

Judul  :Peran Dalihan Na Tolu Dalam Penyelesain Sengketa 

 Kewarisan Di   Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu  

 

Konsep Hubungan kekerabatan antar individu dalam masyarakat Desa 

Lumban Dolok tercermin dalam konsep Dalihan Na Tolu. Segala aktivitas sosial 

budaya individu tidak dapat dipisahkan dari ikatan kekerabatan Dalihan Na Tolu 

diyakini asli kreasi nenek moyang Mandailing. terutama dalam penyelesaian 

sengketa kewarisan di masyarakat Desa Lumban Dolok. Mereka meyakini bahwa 

konsep Dalihan Na Tolu dapat membentuk suatu sistem kemasyarakatan yang 

ideal. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dalihan 

Na Tolu dalam penyeleseaian sengketa kewarisan di Desa Lumban Dolok 

Kecamatan Siabu Kabupaten Madailing Natal. Dan Apa alasan Dalihan Na Tolu 

turut serta dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Desa Lumban Dolok 

kecamatan siabu Kabupataen Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana peran Dalihan Na Tolu dalam penyelesaian sengketa 

kewarisan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. 

Dan Untuk mengetahui apa alasan Dalihan Na Tolu dalam penyelesaian sengketa 

kewarisan di Desa Lumban Dolok kecamatan siabu kabupaten mandailing natal.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berbentuk kualitatif 

degan menggunkan data primer dan data skunder. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode observasi dan metode wawancara.              

Hasil penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa kewarisan di Desa 

Lumban Dolok selalu melibatkan dalihan natolu yaitu, mora, kahanggi, dan 

anakboru. Konsep Hubungan kekerabatan antar individu dalam masyarakat Desa 

Lumban Dolok tercermin dalam konsep Dalihan Na Tolu dan ada beberapa 

penyebab sehingga menimbulkan persengketaan di masayarakat Desa Lumban 

Dolok yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Lumban Dolok mengenai 

harta warisan.sedangkan dalam penyelesaian sengketa warisan Dalihan Na Tolu 

berperan sebagai mediator bertindak sebagai fasilitator. selanjutnya Dalihan Na 

Tolu memiliki alasan yang kuat sehingga Dalihan Na Tolu ikut serta dalama 

penyelesian sengketa kewarisan yaitu memegang prinsip kebersamaan, merasakan 

senasib sepenanggungan, berat sama di pikul, ringan sama dijinjing, menonjolkan 

sifat gotong royong atau saling membantu. Hasil penelitian masyarakat Lumban 

Dolok bahwa sengketa kewarisan diselesaikan dengan cara non litigasi serta 

penyelesaian sengketa waris tersebut sebagian besar berhasil dan jarang sekali 

permasalahan waris ini di bawa ke pengadilan karena sudah diselesaikan terlebih 

dahulu oleh Dalihan Na Tolu. 

 

Kata Kunci : Peran, Penyelesaian, Kewarisan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab 

dan transliterasinya dengan huruf latin: 

Huruf

Arab 

NamaHuruf 

Latin 
Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ح
Ha(dengan titik di 

bawah) 

 Kha H Kadan ha خ

 Dal D De د

 żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Esdanya ش

 ṣad ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 ḍad ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 ṭa ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain .‘. Komaterbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل
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 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ..’.. Apostrof ء
 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A 

 Kasrah I I 

 Dommah U U وْ 

 

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf. 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama 

.....  Fatḥah dan ya Ai a dan i ي 

 Fatḥah dan wau Au a dan u ......ْوْ 

 

c. Maddaha dalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda. 

HarkatdanHuruf Nama HurufdanTanda Nama 

 ...َ....ْا...َ..ى
Fatḥah dan alif 

atau ya 
a̅ 

a dan garis 

atas 

 Kasrah dan ya i ...ٍ..ى
I dan garis di 

bawah 

و....ُ  
Dommah dan 

wau 
u̅ 

u dan garis 

di atas 
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3. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat 

fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/. 

b. Ta marbutahmati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. 

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

4. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini 

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

5. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu:ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan 

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang 

yang diikuti oleh huruf qamariah. 

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti 

oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf 

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata 

sandang itu. 
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b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti 

oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan 

didepan dan sesuai dengan bunyinya. 

6. Hamzah 

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan 

diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

7. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baikfi’il, isim, maupun huruf, ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan 

dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

8. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab 

huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan 

juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, 

diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri 

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang 

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. 
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

9. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 

Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

 

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-

Latin, Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan 

Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati, 

semua itu membawa pengaruh kepada lingkungannya.Terutama dengan orang 

yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan 

sehingga dari pengaruh tersebut akan mambawa perubahan yang secara 

otomatis yaitu termasuk bidang warisan ataupun peninggalan harta benda 

kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak. 

Allah telah menetapkan segala aturan bagi kehidupan manusia diatas 

bumi ini, baik peraturan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh 

manusia. Peraturan yang Allah tetapkan melingkupi seluruh segi kehidupan 

manusia baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.1 Di 

antara peraturan yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia yang 

telah ditetapkan oleh Allah ada aturan mengenai hukum warisan, yaitu hukum 

yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang 

yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. 

Kematian dapat mengakibatkan peralihan hak dan kewajiban dalam 

bidang harta kekayaan, hak dan kewajiban tersebut yang pada mulanya 

berada di tangan seseorang yang meninggal dunia. secara hukum akan 

berpindah kepada mereka yang ditinggalkan yaitu para ahli waris dari 

seseorang yang meninggal dunia.  

                                                             
1 Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan 

Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1. 
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Proses peralihan itu, didalam Islam dikenal dengan hukum kewarisan 

Islam yaitu, peralihan harta warisan dari seorang yang telah meninggal 

kepada yang masih hidup. sedangkan dalam pelaksanaannya proses peralihan 

dan ketentuan pembagiannya diatur secara detail di dalam Al-Qur’an dan 

Hadist, kemudian di jelaskan secara rinci di dalam kitab-kitab fiqh yang di 

sebut dengan faraid dan fiqh mawaris.2 

Selanjutnya bukan hanya hukum Islam yang mengatur tentang 

peralihan warisan tetapi juga masalah peralihan warisan ini juga di bahas 

dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KUH perdata), Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) dan hukum lainnya. hukum yang mengatur tentang pembagian 

harta waris di Indonesia telah mendapat pengakuan resmi (legitimasi) dan 

perundang-undangan sebagai penguat dan acuan bagi masyarakat dalam hal 

pembagian harta waris3.  

Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata No. 27 tahun 

2012 Pasal 913 dijelaskan “legitime portie atau bagian warisan menurut UU’’ 

adalah suatu bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris 

dalam garis lurus menurut Undang-Undang yang terhadapnya orang yang 

meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu baik sebagai hibah antara 

orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat”.4 

Pasal tersebut dengan jelas terlihat bahwa pembagian warisan wajib di 

lakukan apabila salah satu ahli waris yang menghendaki, dalam pembagian 

                                                             
2 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group,  2011), 

hlm. 5 
3 R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,(Jakarta: PT: 

Balai Pustaka Persero), hlm. 239. 
4 Ibid, hlm. 239. 



3 
 

 
 

harta warisan. namun tidak tertutup kemungkinan akan terjadi sengketa 

apabila pembagian warisan dengan cara kekeluargaan dan  tidak berhasil.  

Sering terjadi di masyarakat dimana pembagian  warisan, yang berujung 

pada permasalahan yang rumit. padahal perlu di pahami sejak awal adalah bahwa 

harta warisan merupakan hak bagi setiap orang yang secara sah menjadi ahli waris 

dari orang yang meninggal dunia. karena ini menjadi hak maka pemilik hak dapat 

memintanya kapan pun ia mau, baik ketika ia membutuhkan ataupun tidak 

membutuhkan dan dia juga berhak mempertahankan atas harta warisan yang 

dimilikinya.   

Penulis menemui beberapa sengketa yang sering yang terjadi di desa 

lumban dolok adalah masalah pembagian harta warisan yang berujung dengan 

persengketaan, adapun permasalahan yang sering terjadi adalah masalah seorang 

yang memiliki 2 istri dan memiliki anak dari masing-masing istri, namun setelah 

orangtua meningggal pada saat ingin pembagian warisan timbullah permasalahan. 

karena anak dari istri kedua mengatakan bahwa itu semua sudah harta ibunya. 

sedangkan anak istri pertama mengatakan harta tersebut masih ada milik ibunya 

(istri pertama) karna pada saat ibunya meninggal dunia belum ada harta gonogini 

yang di bagi. anak dari kedua istri tersebut tidak saling menerima dan masih 

banyak lagi sengketa lainnya yang sering terjadi di desa lumbandolok. sehingga 

menimbulkan permasalahan yang tidak di duga di kemudian hari. dan banyak 

menimbulkan hubungan keluarga mereka menjadi retak dan putus dan tak jarang 

tindakan pidana terjadi di antara mereka demi mendapatkan harta warisan yang di 

anggap sebagai haknya. 
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Seiring dengan banyaknya persengketaan yang terjadi akibat dari 

pembagian warisan dengan cara kekeluargaan tidak berhasil. sehingga dibutuhkan 

pihak lain untuk menyelesaikan yaitu Dalihan Na Tolu, tokoh agama, untuk 

menyelesaikannya. dimasyarakat Lumban Dolok, penyelesaian sengketa harta 

warisan tidak hanya melibatkan ahli waris saja, melainkan adanya keterlibatan 

tokoh masyarakat, tokoh adat, Dalihan Na Tolu yaitu mora, kahanggi, anakboru, 

dan juga  tokoh agama.  

Dalam masyarakat mandailing terutama di desa Lumban  Dolok 

kecamatan Siabu Dalihan Na Tolu (Mora, Kahanggi, dan Anak Boru), sangat 

berperan penting dalam menyelesaikan sengketa  harta warisan. Dalihan Na Tolu 

mempunyai peran yang jelas dalam menyelesaikan persengketaan dan 

menjalankan setiap urusan di dalam masyarakat.  yang membutuhkan banyak 

tenanga, biaya dan pemikiran terutama yang ada kaitannya dengan masyarakat 

adat seperti pada horja (pesta),  siriaon (kematian), dan juga penyelesaian 

sengketa harta warisan.  

Penyelesaian sengketa  harta warisan secara umum ada perbedaan pada 

setiap daerah, lebih jelasnya disesuaikan dengan keadaan suatu daerah dan 

kebijakan-kebijakan dari pihak-pihak yang bersangkutan. biasanya penyelesaian 

sengketa harta warisan memakai dan melaksanakan aturan tertentu berdasarkan 

adat istiadatnya. penyelesaian sengketa kewarisan  sangat berhubungan dengan 

susunan kekeluargaan yang ada pada masyarakat tersebut, terutama pada 

masyarakat mandailing.   
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Dalam penyelesaian sengketa kewarisan Dalihan Na Tolu melaksanakan 

olong (kasih sayang), sesama keluarga yang didalamnya ada yang mengatur 

hubungan baik antara tiga tumpuan, yaitu kahanggi, mora dan anakboru, perihal 

harta warisan, di desa tersebut apabila ada pembagian dan permasalahan harta 

warisan maka biasanya akan di selesaikan oleh  Dalihan Na Tolu yaitu Mora, 

Kahanggi, dan Anak Boru.  

Peneliti melihat bahwa di desa lumban dolok dalam menyelesaikan 

sengketa warisan  selalu di selesaikan dengan cara melibatkan dalihan natolu. 

padahal Dalam lingkup hukum perdata, apabila di kemudian hari terjadi 

persengketaan atasnya, maka disediakan upaya penyelesaian sengketa dengan 

melakukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri setempat. bila pihak yang 

bersengketa beragama Islam, maka melakukan gugatan ke Pengadilan Agama 

karena sudah menjadi kewenangan absolutnya. 

Sehingga dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian ini dengan judul PERAN DALIHAN NA TOLU DALAM 

PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN DI DESA LUMBAN DOLOK 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan tadi, maka dapat 

kiranya pokok permasalahan yang akan di rumuskan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran dalihan na tolu dalam penyelesaian sengketa kewarisan 

di desa lumban dolok kecamatan siabu? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dalihan na tolu dalam penyelesaian 

sengketa kewarisan di desa Lumban Dolok kecamatan siabu. 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

Penulis penelitian ini mengangkat judul “ peran dalihan na tolu dalam 

penyelesaian sengketa warisan di desa lumban dolok kecamatan siabu 

1. Secara Teoritis: Untuk memperjelas peran dan alasan dalihan na tolu yang 

berkaitan dengan penyelesaian sengketa kewarisan di desa lumban dolok 

Kecamatan Siabu. 

2. Secara Akademis: Diharapkan semoga menjadi bahan masukan (refrensi) 

bagi para peniliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan 

mendatang. 

3. Secara Praktis: Untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar 

Sarjana Hukum (SH). 

E. BATASAN ISTILAH 

1. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah 

Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh 

aspeknya.5 

2. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak 

kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang 

                                                             
5 Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 

2016), hlm.4. 
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berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing dan 

mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu 

dilaksanakan.6 

3. Mawaris adalah bentuk Jama’ dari kata miras yang berarti harta yang di 

tinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, sedangkan menurut istilah 

adalah ilmu yang mengetahui orang yang berhak menerima warisan dan 

orang-orang yang tidak berhak menerimanya, bagian setiap ahli waris 

cara pembagiannya.  

4. Peran adalah menurut paul B.Horton suatu peringkat atas posisi seseorang 

dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya 

dengan kelompok lainnya. 

5. Dalihan Na Tolu terdiri dari 3 kata  yang berasal dari bahasa Batak yaitu 

Dalihan, Na dan Tolu. Dalihan artinya: Dalihan artinya Tungku. Na 

artinya yang/ke. Sedangkan Tolu artinya Tiga. Jadi jika dirangkai akan 

menjadi: Dalihan Na Tolu atau Dalihan Natolu yang diartikan Tungku 

yang tiga atau tungku yang memiliki 3 dasar penopang yaitu kahanggi, 

anakboru dan mora.7 

F. KAJIAN TERDAHULU 

1. PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT ANGKOLA 

TERHADAP ANAK PEREMPUAN (Studi Di Lembaga Adat Jus Ni Roha 

Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan), Program studi hukum, 

                                                             
6Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan 

Umat Islam Indonesia, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2013), hlm. 17. 
7 H. Pandapotan Nasution , Peranan adat Dalihan Na Tolu Dalam Pembangunan, Media 

Forkala, Tak Kenal Maka Tak Sayang , (Medan: Edisi, 2004), hlm.3. 
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fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, oleh 

RIZKON HASANAH, NIM: 1506200228, tahun 2019.8 

Judul ini membahas tentang pembagian warisan terhadap anak 

perempuan menurut adat angkola, karna pembagian harta warisan pada 

zaman dulu perempuan tidak mendapat warisan dari seorang yang 

meninggal dunia dan jika seorang anak perempuan ada dalam keluarga 

tersebut tidak dianggap sebagai keturunan atau merupakan ahli waris dari 

seorang yang meninggal bukan merupakan gadis keturunan dari ayah. 

sedangkan penelitian ini berpokus pada peran dalihan na tolu dalam 

penyelesaian sengketa kewarisan di desa lumban dolok kecamatan siabu 

kabupaten mandailing natal. lokasi dan waktu penelitian ini juga berbeda. 

2. PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT 

KECAMATAN KAYUAGUNG (STUDI KASUS DI KELURAHAN 

SUKADANA KECAMATAN KAYUAGUNG KABUPATEN OKI), 

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya Inderalaya, oleh 

Muhammad Hidayat NIM: 06091005005, tahun 2016.9 

Judul ini membahas hukum adat di kecamatan kayu agung ini 

bahwa harta warisan semuanya dilimapahkan kepada anak laki-laki yang 

paling tua.  sedangkan penelitian ini berpokus pada peran dalihan na tolu 

                                                             
8 Rizkon Hasanah, “Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Angkola Terhadap Anak 

Perempuan (Studi Di Lembaga Adat Jus Ni Roha Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan)”, 

Skiripsi (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019) 
9 Muhammad Hidayat, Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Kecamatan  

Kayu Agung (studi Kasus di Kelurahan Sukadan Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Oki), 

Skiripsi, (Universitas Sriwijaya Inderalaya, 2016) 
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dalam penyelesaian sengketa kewarisan di desa lumban dolok kecamatan 

siabu kabupaten mandailing natal. lokasi dan waktu penelitian ini juga 

berbeda. 

3. PROSES PEMBAGIAN WARISAN ADAT LAMPUNG PESISIR 

PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus Di Kecamatan Talang 

Padang Kabupaten Tanggamus), Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas 

Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.10 

Judul ini membahas tentang proses pembagian warisan secara 

hukum adat pesisir di kecamatan talang padang, karena pada adat lampung 

pesisir menggunakan sistem kewarisan lebih mengutamakan anak laki-laki 

dari pada anak perempuan. Sedangkan penelitian ini berpokus pada peran 

Dalihan Na Tolu dalam penyelesaian sengketa kewarisan di desa Lumban 

dolok kecamatan siabu kabupaten mandailing natal. lokasi dan waktu 

penelitian ini juga berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Yenni Oktavia, Proses Pemabagian Warisan Adat Lampung Pesisir Prespektif Hukum 

Waris Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus), Skripsi,Institut 

Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Warisan Islam 

Para ulama fikih menamakan hukum tentang pembagian 

kewarisan Islam itu dengan Mawaris dan Faraid. 

Secara etimologi mawaris merupakan bentuk Jama’ dari kata 

miras yang berarti harta yang di tinggalkan oleh orang yang 

meninggal dunia, sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang 

mengetahui orang yang berhak menerima warisan dan orang-orang 

yang tidak berhak menerimanya, bagian setiap ahli waris dan cara 

pembagiannya.11 

Sebagaimana arti kata faraidh, secara etimologi faraidh  

merupakan jama’ (plural) dari “faridhah’’ dengan makna maf’ul 

(objek) “mafrud” berarti sesuatu yang telah ditentukan jumlahnya. 

secara istilah disebutkan “hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah 

ditentukan secara pasti dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi”.12 

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang 

perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan 

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-

                                                             
11 Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada media 

Group,2019), hlm. 149. 
12 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 

hlm. 39. 
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masing dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris 

itu dilaksanakan.13 

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan 

harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. hal ini 

berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian 

masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta 

warisan bagi orang yang meninggal.14 

Menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah, Hanbaliyah yang 

dimaksud harta warisan adalah segala yang di tinggalkan oleh si mati, 

baik berupa harta benda, maupun hak-hak. baik hak-hak tersebut hak 

kebendaan maupun bukan kebendaan.15 

Menurut Prof T.M. Hasby AS-Shiddiqi dalam bukunya Fiqhul 

Mawaris, Fiqhul Mawaris ialah: “Ilmu yang dengan dia dapat 

diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat 

mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta 

cara pengambilannya.16 

B. Dasar Hukum Warisan Islam  

Dasar hukum waris Islam adalah Al-Qur’an dan  hadist, ayat 

ayat Al-qurán yang mengatur hukum waris Islam dan pengalihan hak 

atas harta sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisaa’ ayat 7 

                                                             
13 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, loc. cit. 
14 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

hlm. 33. 
15 Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008), hlm. 52. 
16 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika 

Offset, 2011). hlm.7. 
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Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian 

(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik 

sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.17 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan 

memiliki hak waris. setiap ummat Islam melaksanakan peraturan 

peraturan syariat Islam yang telah ditentukan oleh nash yang sahih 

adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak menunjukan 

ketidak wajiban. 

Sedangkan hadist Rasululloh yang mengatur hukum waris islam 

adalah:  

اجِْأبَوُْمَع مَرٍْحَدَّثنَاَْعَبْ  حَجَّ
رِوْب نِْأبَيِْال  ِْب نُْعَم  ْحُسَي نٍْحَدَّثنَاَْعَب دُْاللََّّ دُْال وَارِثِْعَن 

رَأةًَْ جَْام  ْرِئاَبَْب نَْحُذيَ فةََْتزََوَّ هِْأنََّ ْجَد ِ ْأبَيِهِْعَن  رِوْب نِْشُعيَ بٍْعَن  ْعَم  مِْعَن  ال مُعلَ ِ

ثوُهَاْرِباَعَهَاْوَوَلََءَْمَوَالِيهَاْوَكَانَْعَْ ْفوََرَّ هُم  ْأمُُّ ْلهَُْثلَََثةََْغِل مَةٍْفمََاتتَ  رُوْب نُْفوََلدَتَ  م 

لىًْ رُوْب نُْال عاَصِْوَمَاتَْمَو  ْإلِىَْالشَّامِْفمََاتوُاْفقَدََّمَْعَم  رَجَهُم  ال عاَصِْعَصَبةََْبنَيِهَاْفأَخَ 

ِْ وَتهَُاْإلِىَْعُمَرَْب نِْال خَطَّابِْفقَاَلَْعُمَرُْقاَلَْرَسُولُْاللََّّ لهََاْوَترََكَْمَالًَْلهَُْفخََاصَمَهُْإخِ 

ُْ ْكَانَْقاَلَْفكََتبََْلهَُْكِتاَباًْصَلَّىْاللََّّ ْال وَالِدُْفهَُوَْلِعصََبتَهِِْمَن  رَزَْال وَلدَُْأوَ  ْعَليَ هِْوَسَلَّمَْمَاْأحَ 

لِفَْعَب دُْ تخُ  اْاس  فٍْوَزَي دِْب نِْثاَبتٍِْوَرَجُلٍْآخَرَْفلَمََّ مَنِْب نِْعَو  ح  فيِهِْشَهَادةَُْعَب دِْالرَّ

تصََمُواْ ْإلِىَْعَب دِْال مَلِكِْاخ  مَعِيلَْب نِْهِشَامٍْفرََفعَهَُم  ْإلِىَْإِس  مَعِيلَْأوَ  إِلىَْهِشَامِْب نِْإسِ 

                                                             
17 Depertemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jawa Barat: CV 

Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 78. 
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ْال قضََاءِْالَّذِيْمَاْكُن تُْأرََاهُْقاَلَْفقَضََىْلنَاَْبِكِتاَبِْعُمَرَْب نِْ ال مَلِكِْفقَاَلَْهَذاَْمِن 

نُْفيِهِْإلِىَْالسَّاعَة18  ال خَطَّابِْفنَحَ 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 'Amr bin Abu Al 

Hajjaj Abu Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Abdul 

Warits dari Husain Al Mu'allim, dari 'Amr bin Syu'aib, dari 

ayahnya, dari kakeknya, bahwa Ri`ab bin Hudzaifah telah 

menikah dengan seorang wanita kemudian ia melahirkan tiga 

orang anak. Kemudian ibu mereka meninggal. Kemudian 

mereka mewarisi tempat tinggalnya dan perwalian mantan 

budaknya. Dan 'Amr bin Al 'Ash adalah 'ashabah (orang yang 

mendapat sisa dari pembagian warisan) anak-anak wanita 

tersebut, kemudian ia mengeluarkan mereka ke Syam, dan 

mereka meninggal. Kemudian 'Amr bin Al 'Ash datang dan 

mantan budak wanita tersebut dan meninggalkan harta 

untuknya. Kemudian para saudara wanita tersebut 

mempermasalahkannya kepada Umar bin Al Khathab, 

kemudian Umar berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Apa yang dijaga seorang anak atau 

orang tua adalah untuk 'ashabahnya, siapapun dia." Ia 

berkata; kemudian Umar menulis untuknya sebuah surat yang 

berisi persaksian Abdurrahman bin 'Auf, dan Zaid bin Tsabit 

serta seorang laki-laki yang lain. Kemudian tatkala Abdul 

Malik ditunjuk menjadi Khalifah mereka memperselisihkannya 

kepada Hisyam bin Isma'il, atau kepada Isma'il bin Hisyam. 

Kemudian ia melaporkannya kepada Abdul Malik. Kemudian 

ia berkata; ini termasuk keputusan yang telah aku lihat. Ia 

berkata; kemudian Abdul Malik memutuskan untuk kami 

dengan surat Umar bin Al Khathab, dan kami dalam 

keputusan tersebut hingga saat ini. 

                                                             
18 Sumber : Abu Daud Kitab : Waris Bab : Penjelasan tentang perwalian No. Hadist : 

2528 
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C. Rukun dan Syarat Sahnya Pewarisan 

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama 

Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih 

hidup.19 pewarisan hanya berlangsung karena kematian. perlu di 

jelaskan di sini bahwa kematian ada beberapa macam antara lain: 

a. Mati hakiki ( mati sejati), ialah hilangnya nyawa seseorang 

dari jasadnya yang dapat dibuktikan oleh panca indra atau 

oleh dokter. 

b. Mati hukmi (mati yang dinyatakan menurut putusan hakim). 

c. Mati taqdiri ialah kematian bayi yang baru di lahirkan, 

misalnya akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya 

2. Harta warisan adalah harta bawaan di tambah dengan bagian dari 

harta bersama sesudah di gunakan keperluan pewaris selama sakit 

sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan 

pembayaran utang serta wasiat pewaris. ada beberapa macam 

harta warisan yaitu: 

a. Benda-benda berwujud dan bernilai.  

b. Hak-hak kebendaan dan hak monopoli  

c. Hak-hak lainnya: 

(1) hak khiyar, hak untuk menentukan pilihan antara dua 

alternative, meneruskan aqad jual beli atau dibatalkan. 

                                                             
19 Abu Umar Basyir, Warisan, Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Dengan Syariat 

Islam, (Solo: Rumah Dzikir, 2006), hlm. 47. 
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(2) hak syufiah suatu hak membeli kembali dengan paksa 

dengan harga pantas. 

d. Hak-hak yang bersangkutan (berhubungan) dengan orang lain 

misalnya: hak gadai, hak hipotik, hak credit, mas kawin yang 

belum dibayar. 

3. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan 

si pewaris20 yang dapat pula dibagi dalam 5 golongan: 

a. Ahli waris sababiyah (sebab) perkawinan antara suami 

dengan istri. 

b. Ahli waris nasabiyah yaitu orang yang menerima warisan 

karena ada hubungan nasab (qarabat). 

c. Ahli waris karena hubungan “wala” (karena pembebasan 

budak), yaitu seseorang yang telah membebaskan budak. 

berhak terhadap peninggalan itu, dan sebaliknya orang yang 

membebaskan budak, apabila tidak ada ahli waris yang lain. 

d. Apabila menangis anak yang baru lahir, maka dia akan 

mewaris (hadis Rawahul Abu Daud). 

e. Kematian misalnya bapak dan anak-anaka sama-sama mati 

tenggelam dalam satu perahu atau kapal, mereka tidak saling 

mewarisi. (lihat juga KUH Perdata atau BW pasal 836 dan 

seterusnya).21 

 

                                                             
20 Ibid, hlm. 48. 
21 M. Idris Ramulyo, SH, Perbandingan Hukum kewarisan Islam, (Jakarta: CV Pedoman 

Ilmu Jaya, 1992), hlm.113. 
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D. Sebab-Sebab Mendapat Warisan  

1. Hubungan keluarga yaitu hubungan kekerabatan atau biasa 

disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah 

dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. 

2. Hubungan perkawinan berarti hubungan perkawinan yang sah 

menurut hukum Islam. 

3. Dengan jalan memerdekakan orang lain dari perbudakan. 

4. Adanya hubungan agama, orang yang meninggal dunia apabila 

tidak ada ahli warisnya yang tertentu, maka harta peninggalannya 

diserahkan ke baitul mal untuk ummat Islam dengan jalan 

pusaka.22 

E. Sebab-Sebab Penghalang Menerima Warisan  

1) Perbudakan, seorang budak tidak mendapat pusaka dari semua 

keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih budak. 

2) Pembunuh orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat 

pusaka dari keluarganya yang dibunuhnya itu.23 

3) Murtad, orang yang keluar dari agama Islam tidak mendapat 

pusaka dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama islam, 

dan sebaliknya iapun mempusakai mereka yang masih beragama 

islam. 

4) Orang yang tidak memeluk agama Islam (kafir) tidak berhak 

menerima pusaka dari keluarnya yang memeluk agama Islam. 

                                                             
22Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Op. Cit. hlm. 151. 
23 Abu Umar Basyir, Op. Cit. hlm. 63. 
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begitu juga sebaliknya, orang Islam tidak berhak pula menerima 

pusaka dari keluarganya yang kafir. 

5) Anak dari hasil perzinaan atau tidak melalui pernikahan yang sah 

tidak dapat Mewarisi Harta Kecuali Dari Ibu Yang 

Melahirkannya.24 

F. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam 

1. Asas Integrity: Ketulusan 

adalah bahwa dalam melaksanakan Hukum Kewarisan dalam 

Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya karena terikat 

dengan aturan yang diyakini kebenarannya.25 

2. Asas Ta' abbudi: Penghambaan diri  

adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam 

adalah merupakan bagian dari pelaksnaan perintah (ibadah) 

kepada Allah swt. 

3. Asas Hukukul Maliyah: Hak-hak Kebendaan 

adalah hak-hak kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli 

waris.26 

4. Asas Hukukun Thabi'iyah: Hak-Hak Dasar 

adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya 

meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir dan bahkan 

bayi yang masih dalam kandungan dapat diperhitungkan sebagai 

                                                             
24 H. Zainuddin Ali, Op. Cit, hlm. 44. 
25 Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 

Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Diklat Puslitbang 

Kehidupan Keagamaan, 2012), hlm. 97. 
26 Fatchur Rahman. Ilmu Waris (Cel. III: Bandung Al-Ma'arif. 1994). hlm. 38. 
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ahli waris dengan syarat-syarat tertentu, atau seseorang yang 

sudah sakit menghadapi kematian. 

5. Asas Ijbari: Keharusan, kewajiban 

adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis. 

artinya, secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan 

tindakan hukum baru setelah matinya.27 

6. Asas Bilateral 

Asas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak 

kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan 

laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan Azas bilateral 

7. Asas Individual: Perorangan 

Azas ini menyatakan bahwa setiap individu (orang perorang) 

yang termasuk ahli waris berhak mendapat warisan secara 

individual (perseorangan). 28 

8. Asas Keadilan yang Berimbang 

Asas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan 

antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan 

kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya 

Laki-laki dan perempuan..29 

9. Asas Kematian 

adalah bahwa keharisan baru muncul apabila ada yang meninggal  

kematian seseorang. 
                                                             

27 Zainuddin Ali, Op. Cit. hlm. 53. 
28 Amir Syarifuddin, OP. Cit. hlm. 21. 
29 Amir Syarifuddin, OP. Cit. hlm. 22. 
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10. Asas Membagi Habis Harta Warisan 

adalah harta warisan harus dibagi habis sehingga tidak tersisa dari 

menghitung dan menyelesaikan pembagian.  

11. Asas Perdamaian dalam Membagi Harta Warisan 

yaitu menyatakan bahwa harta warisan harus dibagi-bagi pada 

masing masing ahli waris untuk dimiliki secara individu 

(perorangan).30 

12. Asas sosial dan kemanusiaan 

adalah apabila sedang membagi harta warisan, jangan melupakan 

kerabat, anak-anak yatim dan fakir miskin yang ada disekeliling.  

G. Warisan Menurut UUD Perdata  

1. Pengertian Warisan  

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai 

kekeyaan karena wafatnya seseorang, yaitu pemindahan kekayaan 

yang di tinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi 

orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara 

mereka dengan pihak ketiga.31  

2. Unsur-Unsur Pewarisan 

a. Ada orang yang meninggal dunia 

b. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan  

memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia. 

                                                             
30 Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 

Op. Cit. hlm. 99. 
31 A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Jakarta: 

Intermasa, 1979), hlm. 1. 
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c. Ada sejumlah harta kekayaan yang di tinggalkan oleh  

pewaris. 

3. Asas yang berlaku dalam UUD Perdata 

Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala 

hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. hak-

hak dan kewajiban dimaksud, yang beralih kepada ahli waris adalah 

termasuk ruang lingkup harta kekayaan atau hanya hak dan 

kewajiban yang dapat dinilai dengan ruang.32 

4. Peran Balai Harta Peninggalan dalam Pembagaian Harta 

Warisan 

Kalau ada harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang yang sudah 

meninggal dunia, tetapi tidak ada orang yang menjadi ahli warisnya 

maka harta dimaksud disebut harta warisan tidak terurus. dalam 

keadaan seperti ini tanpa menunggu perintah dari hakim, balai harta  

peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. berikut 

kewajiban-kewajiban Balai Harta Peninggalan: 

a. Wajib membuat perincian atau inventarisasi tentang 

keadaan harta peninggalan, yang di dahului dengan penyegelan 

barang-barang. 

b. Wajib membereskan harta warisan dalam arti melakukan 

penagihan piutang-piutang pewaris dan membayar semua utang 

                                                             
32  R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1997), hlm. 79. 
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pewais, apabila dimint oleh pihak yang berwajib, balai harta 

peninggalan juga wajib memberikan pertanggungjawaban. 

c. Wajib memanggil para ahli waris yang mungkin masih ada 

melalui surat kabar atau panggilan resmi lainnya.33 

5. Ahli Waris Yang Tidak Patut Menerima Harta Warisan  

Menurut UUD Perdata yang tidak bisa menerima warisan antara lain: 

a. Ahli waris yang dengan putusan hakim telah di hukum 

karna dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba 

membunuh pewaris 

b. Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum 

karna dipersalahkan memfitnah atau mengadukan pewaris, 

bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam 

hukuman penjara empat tahun lebih. 

c. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata 

menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau 

menarik kembali surat wasiat. 

d. Ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan dan 

memalsukan surat wasiat. 

H. Warisan Menurut Hukum Adat 

1. Pengertian Hukum Waris Adat 

Hukum waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan 

dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu 

                                                             
33 Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), 

hlm. 1.   
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generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta harta 

benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan 

non materi). Sedangkan menurut para ahli adalah: 

1) Betrand Ter Haar 

Hukum waris adat adalah peroses penerusan dan peralihan 

kekayaan materil dan inmateril dari keturunan-keturuan.34 

2) Soepomo 

Hukum waris adat adalah memuat peraturan-peraturan yang 

mengatur peroses meneruskan serta mengoperkan barang-barang 

harta benda dan barang-barang yang tidak berujud benda dari 

suatu angkatan manusia kepada keturunannya.35 

2. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat  

1) Pewaris  

Adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan 

sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, 

baik keluarga melalui hubungan kekekrabatan, perkawinan 

maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. 

yang tergolong sebagai pewaris adalah 

a) Orang Tua (ayah dan ibu) 

b) Saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah 

berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan. 

                                                             
34 Betrand Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 

1993), hlm. 197. 
35 Ibid,  hlm. 1.  



23 
 

 
 

c) Suami atau istri yang meninggal dunia 

2) Harta warisan  

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh 

seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. harta 

warisan itu terdiri atas: 

a) Harta bawaan atau harta asal 

Adalah harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin dan 

harta itu akan kembali kepada keluarganya bila ia meninggal 

tanpa anak. 

b) Harta bersama dalam perkawinan 

Adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami istri 

selama dalam ikatan perkawinan (waramparang sibalireso). 

c) Harta pusaka  

Adalah warisan yang hanya di warisakan kepada ahli waris 

tertentu karena sifatnya tidak terbagi melainkan hanya di 

nikmati/ dimanfaatkan bersama oleh semua ahli waris  dan 

keturunannya. 

d) Harta yang menunggu 

Adalah harta yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi karna 

satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta itu tidak 

diketahui dimana ia berada. 

e) Penetapan harta warisan  
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Penetapan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal 

dunia sebagai harta waris terlebih dahulu memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

(1) melunasi utang pewaris 

(2) mengeluarkan biaya pengurusan jenazah 

(3) menunaikan wasiat pewaris 

3) Ahli Waris 

Adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris 

yakni: 

a) Anak adalah ahli waris dari orang tua kandungnya. 

b) Ayah dan ibu adalah orang yang melahirkan seseorang atau 

beberapa orang berdasarkan perkawinan sah, sehingga ia 

menjdi ahli waris dari anaknya, bila anak meninggal dunia. 

c) Saudara adalah orang yang seayah seibu (sekandung), seayah, 

dan/ atau seibu saudara menjadi ahli waris dari saudaranya 

biala ia meninggalkan harta warisan, tetapi tidak mempunyai 

anak dan orang tua yang menjdi ahli warisnya. 36 

3. Asas-asas Hukum Waris Adat  

Menurut Zainudin Ali, ada 5 (lima) macam asas hukum waris 

adat yaitu:37 

1) Asas ke-Tuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran 

bagi para ahli waris, bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia 

                                                             
36 Zainuddin Ali, Op. Cit. hlm. 8-10.  
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yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan 

keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan.  

2) Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris 

mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak 

untuk mewaris harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara 

hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk 

memperoleh harta warisannya.  

3) Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris 

mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang 

tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan 

harta warisan tidak terbagi-bagi maupun dalam menyelesaikan 

pembagian harta warisan terbagi. 

4) Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi 

harta warisnya melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh 

ahli waris yang dianggap dituakan, dan bila terjadi kesepakatan 

dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus-

ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang ke 

luar dari hati nurani pada setiap ahli waris. 

5) Asas keadilan, yaitu mengandung maksud di dalam keluarga 

dapat ditekankan pada sistem keadilan, hal ini akan mendorong 

terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan 

memperkecil peluang rusaknya hubungan dari kekeluargaan 

tersebut. 
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4. Pembagian warisan secara hukum adat mandailing 

Suku mandailing mengenal paham kekerabatan patrilineal, 

atau menarik garis keturunan dari pihak ayah (orang tua laki-laki), 

dan hanya dapat di teruskan oleh anak laki-laki, sehingga anak 

prempuan hanya dapat menerima garis keturunan dari ayahnya tanpa 

dapat meneruskan kembali kepada anaknya kelak. 

Dalam praktik pembagian harta warisan di ranah adat 

mandailing bahwa anak laki-laki akan mendapatkan seluruh harta 

warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, apabila hanya 

ada ahli waris satu anak laki-laki satu anak perempuan, namun untuk 

anak perempuan mendapatkan harta hibah yang sering dikenal dalam 

adat mandailing yaitu “holong ni roha tu ho” yakni pemberian kasih 

ayang baik itu benda yang bergerak maupun benda yang tidak 

bergerak, 

Kemudian apabila ahli waris  laki-laki lebih dari satu maka 

ahli waris yang paling muda akan mndapatkan rumah peninggalan si 

pewaris sedangkan ahli waris lainnya akan mendapatkan harta 

warisan yang lainnya sesuai dengan porsi pembagiannya dan 

kesepakatan antar ahli waris. 

I. Cara Penyelesaian Sengketa Kewarisan  

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan 

menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga 
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litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi 

(di luar pengadilan). 

a. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi  

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan 

definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 

30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa 

dalam bidang perdata dapat diselesaikan. bahwa litigasi merupakan 

proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana 

setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik 

untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui 

jawaban.38 Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya 

penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. penyelesaian sengketa 

secara litigasi merupakan sarana akhir setelah upaya-upaya alternatif 

penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil . 39 

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan 

menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum 

mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu 

putusan win-lose solution. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang 

pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada 

                                                             
38 Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap 

Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, 

https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non 

Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, diakses tanggal 26 

Februari 2019.  
39 Frans Hendra Winarta. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional 

Indonesia dan Internasional. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 1 dan 2.  

https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non
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yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara 

para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa 

yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga 

dapat relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena 

banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan 

jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya 

hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh 

peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai 

tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, 

Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali 

sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan 

cepat, sederhana dan biaya ringan. 

b. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi 

Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui 

litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui 

jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan 

Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya 

disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).40 

Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk 

mengambil keputusan. Misalnya dalam forum runggun adat yang 

menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam 

menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat 

                                                             
40 Rachmadi Usmani. 2012. Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik. Jakarta. 

Penerbit : Sinar Grafika. hlm. 8.  
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dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan 

sebagai mediator dan konsiliator. Ada yang mengartikan APS sebagai 

Alternative to Litigation yang mana seluruh mekanisme penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. 

Pasal 1 Angka (10) UU 30/1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS 

sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat 

melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau 

penilaian ahli. 

1) Konsultasi  

 

Maksud dari konsultasi adalah :  “act of consulting or conferring; 

e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on 

some subject”.20 Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada 

prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal 

antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak 

lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya 

kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya 

tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan 

ataupun memilih untuk tidak menggunakan  peran dari konsultasn dakam 

menyelesaikan sengketa atau perselisihan hanyalah sebatas memberikan 

pendapat (hukum) saja sebagaimana permintaan klien. Selanjutnya 

mengenai keputusan penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh 

para ihak yang bersengketa, meskipun adakalanya pihak konsultan juga 
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diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian 

sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.  

2) Negosiasi  

 

Pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-

Undang, namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU 30/1999 tentang 

Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk 

menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung 

dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang 

disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih 

lanjut mengenai “negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian 

sengketa oleh para pihak.   

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk 

mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai 

kepentingan yang sama meupun yang berbeda.41 Hal ini selaras dengan 

apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah 

proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain 

melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk 

mendapatkan penyelesian atau jalan keluar dari permasalahan yang 

sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.42 

 

 

 

                                                             
41 Nurnaningsih Amriani. 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 

Pengadilan. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 23. 
42 Susanti Adi Nugroho. 2009. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Jakarta. Penerbit : Telaga Ilmu Indonesia. hlm. 21.  
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3) Mediasi  

 

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut 

PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa 

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak 

dengan dibantu oleh Mediator. sengketa yang tidak dapat diselesaikan 

melalui negosiasi penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan 

seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator 

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga 

yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, 

sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk 

mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam 

proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya 

penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui 

mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau 

kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang sebagai fasilitator untuk 

terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran 

dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat 

4) Konsiliasi  

Pengertian mengenai konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam 

UU 30/1999 tentang Arbitrase. Namun penyebutan konsiliasi sebagai 

salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan 

dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Alinea ke-9 (Sembilan) dalam 

penjelasan umum. Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator 
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berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator menjalankan 

fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian 

sengketa dan menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat 

menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. 

Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. 

Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu 

kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari 

sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini 

melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. 

5) Penilaian Ahli  

 

Penilaian ahli merupakan cara penyelesian sengketa oleh para 

pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan 

yang sedang terjadi.  

Bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan tidak 

hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan 

pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara parapihak dalam suatu 

perjanjian pokok, melainkan juga dapar memberikan konsultasi dalam 

bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang 

meemrlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian. 

Pemberian opini atau pendapat (hukum) tersebut dapat merupakan suatu 

masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang 

akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, 

maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah 
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satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oeh para 

pihak untuk memerjelas pelaksanaannya. 

6) Arbitrase  

 

Landasan hukum mengenai arbitrase dapat dilihat dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Arbitrase diatur 

dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian 

sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian 

arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.29  

Pasal 1 ayat (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase menjelaskan 

bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar 

pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan 

untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang 

sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara 

negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk 

menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang 

selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.  

J. Pengertian Dalihan Na Tolu 

Dalihan Na Tolu terdiri dari 3 kata  yang berasal dari bahasa 

Batak yaitu Dalihan, Na dan Tolu. Dalihan artinya: Tungku. Na artinya 

yang/ke. sedangkan Tolu artinya Tiga. Jadi jika dirangkai akan menjadi: 
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Dalihan Na Tolu atau Dalihan Natolu yang diartikan Tungku yang tiga 

atau tungku yang memiliki 3 dasar penopang.  

Dalihan na tolu secara harfiah (letterlijk) adalah sebuah tungku 

yang berkaki tiga. secara etimelogis Dalihan na tolu adalah tempat 

bertumpu periuk untuk memasak yang komponennya (penopang) terdiri 

dari 3 (tiga) buah batu yang besar dan jaraknya sama. sehingga seberat 

dan sebesar apapun periuk yang diletakkan dia atasnya akan dapat di 

dukung tanpa goyah dan susunannya akan selalu harmonis, selaras, serasi 

dan seimbang. secara analogi penggunaan istilah ini dalam lembaga 

Dalihan na tolu , merupakan tiga unsur penting dan tempat bertumpunya 

masyarakat adat. 

Pendapat H.A.K Pulungan Dalihan Na Tolu adalah tungku tiga, 

sehingga timbul lukisan kata sebagai berikut: Muda jongjong Dalihan Na 

Tolu, inda marimbar uali marjorong, yang artinya jika berdiri tungku tiga 

sembarang kuali dapat dijerangkan. 

Z. Pangaduan Lubis juga berpendapat bahwa Dalihan Na Tolu 

terdiri dari perkataan, yaitu dalihan dan tolu, yang di gabungkan dengan 

kata na (yang). biasanya dalihan di artikan tungku yang dapat memasak 

atau menjerang. Dalihan adalah suatu kumpulan dari beberapa komponen 

yaitu berupa tiga buah batu. disertai dengan perkataan Tolu (tiga). bila 

ditambahi dengan kata Na Tolu yang artinya yang tiga. perkataan  

Dalihan Na Tolu berarti tungku yang tiga. 
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Sedangkan menurut H. Pandapotan Nasution, SH Dalihan Na Tolu 

adalah suatu system sosial masyarakat mandailing yang menggunakan 

tiga kelompok kekerabatan sebagai komponen tumpuan. 

K. Komponen Dalihan Na Tolu 

1. Kahanggi  

Kahanggi adalah kelompok semarga atau rumpun keluarga 

seketurunan yang terdekat menurut kelompok kekerabatan. kelompok 

ini adalah orang-orang yang seketurunan berdasarkan garis kebapakan 

(patrilineal) atau para keturunan laki-laki dari suatu keluarga laki-laki 

yang sama pula. 

Apabila salah seorang kahanggi mengadakan horja (hajatan) maka 

orang tersebut dengan suhut. suhut adalah jabatan sementara, hanya 

dipergunakan pada pelaksanaan horja. suhut dan kahanggi ini terdiri 

dari: 

1) Suhut adalah tuan rumah yang mengadakan horja (penanggung 

jawab horja) 

2) Ombar suhut adalah keluarga semarga degan suhut tapi tidak satu 

nenek  

3) Kahanggi Pareban adalah kahanggi yang sepengambilan dengan 

suhut (istri bersaudara). 

2. Anakboru adalah sekelomok keluarga yang dapat atau yang 

mengambil istri dari kelompok suhut. 

3. Mora adalah pihak yang memberi boru  (istri) kepaa pihak suhut. 
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L. Ciri-ciri Dalihan Na Tolu 

1. Di antara ketiga kelompok ini mempunyai kedudukan dan fungsi yang 

berbeda-beda antara satu sama lainnya dan harus saling menghormati. 

kedudukan dang fungsi seseorang dalam suatu paradaton sudah saling 

mengetahui atau siapa yang menjadi Kahanggi, Mora dan Anakboru. 

2. Ada rasa cinta dan kasih saying (olong) akan timbul rasa kesatuan dan 

persatuan (domu) rasa senasib sepenanggungan. hal ini terjadi bukan 

karena rasa ke daerahan (territorial) namun juga merasa lebih erat 

yaitu merasa mempunyai ikatan darah (genealogis). 

3. Bagi lembaga adat Dalihan Na Tolu mempunyai tanggung jawab untuk 

mensukseskan suatu pekerjaan yang merupakan hak serta kewajiban. 

4. Cara kerja Dalihan Na Tolu merupakan system yang saling terkait, 

saling berhubungan, saling menunjang, saling membantu dan saling 

mendukung. 

Ketiga unsur Dalihan Na Tolu tersebut harus selalu melakukan 

musyawarah untuk melaksankan setiap pekerjaan, baik perkerjaan yang 

sifatnya kecil maupun besar. oleh karena itu berhasilnya suatu pekerjaan 

yang akan dilaksanakan sangat di tentukan oleh:43 

1. Adanya persatuan dan kesatuan  

2. Dukungan dan partisipasi msyarakat 

3. Adanya rasa ikut memiliki tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan 

 

                                                             
43 H. Pandapotan Nasution , Peranan adat Dalihan Na Tolu Dalam Pembangunan, Media 

Forkala, Tak Kenal Maka Tak Sayang , (Medan: Edisi, 2004), hlm.23. 
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M. Fungsi Dalihan Na Tolu 

Fungsi Dalihan Na Tolu adalah sebagai alat mekanisme dalam 

melaksanakan secara nyata arti olong dalam kehidupan sehari hari bagi 

masyarakat mandailing terutama dalam menyelenggarakan berbagai acara 

adat yang sifatnya sukacita (siriaon) atau yang bersifat dukacita (siluluton 

atau sidangolon) untuk melaksanakan olong dohot domu ini perlu 

penjabaran yang disebut dengan Patik, Uhum, Ugari dan Apantunon.  

Apabila msyarakat mandailing melaksanakan secara konsisten 

fungsi Dalihan Na Tolu tersebut maka msyarakat mandailing antara satu 

sama lain akan rumbuk (seia sekata) dan mardomu (bersatu) yang pada 

gilirannya kan menghasilkan parsaulian (kesejahteraan) bersama. itulah 

sebabnya timbul ungkapan olong maroban domu, domu maroban 

parsaulian (kasih syang membawa keakraban atau persatuan, keakraban 

akan membawa kesejahteraan). 

Kata sepakat di antara unsur Dalihan Na Tolu ini sangat penting da 

dibutuhkan. inilah yang disebut dengan domutahai. hal ini menunjukkan 

adanya ciri-ciri demokrasi pada masyarakat adat mandailing, dimana 

semua anggota mempunyai hak bicara. 

N. Mekanisme Kerja Dalihan Natolu 

1. Somba Marmora  

Mora adalah kelompok yang di hormati dan dimuliakan Mora disebut 

juga mata ni ari sogakgahon, mata niaek na so ra narsik, simulmulan 

na so ra iyang, aruaya nagodang parsilaungan, langit na incat 



38 
 

 
 

habiaran, Mora juga disebut parosom unte sunde, parholong na so ra 

sude. Mora juga dapat di sebut dengan dapdap sodahopon, liung so 

tungkiron. 

Demikian besarnya hak yang dimiliki oleh mora di dalam sistem 

kekerabatan dalihan na tolu, sesuai dengan besarnya kewajiban yang 

dipikulnya, yaitu memberi restu kepada kelompok anakborunya, 

memberi kasing sayang yang tidak pernah habis-habisnya memberikan 

pituah atau nasehat yang bermanfaat, pendamai di dalam perselisian 

anakborunya dan berkatnya diharapkan setiap saat.  

2. Laok maranakboru 

Laok maranakboru berarti setiap orang wajib bersikap membujuk atau 

bersikap lembut terhadap anakborunya. Terhadap anakborunya tidak 

boleh bersikap kasar, angkuh ataupun sombong. Tugas dan fungsi 

anakborunya  merupakan tulang punggung dalam suatu pelaksanaan 

suatu horja yang dilaksanakan di tempat moranya.  

Berhasil atau tidaknya suatu horja tergantung besar kecilnya parsitipasi 

tanggung jawab anakboru. Predikat anakboru adalah sulu dina golap 

(suluh di kegelapan), tongkat dina landit (tongkat di jalan licin), 

sitamba na hurang ( penambah yang kurang), siros na lobi ( pengerus 

yang lebih) dan sipaspas nambur (perintis jalan bagi moranya.  

Anakboru yang merasa disayangi oleh moranya kebalikannya akan 

menghormati dan memuliakan moranya. 
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3. Malo markahanggi  

Malo markahanggi berarti harus bersikap hati-hati. Tujuan agar jangan 

sampai perselisihan atau perseteruan antara sesame markahanggi, 

karena hubungan markahanggi ini rawan perselisihan. Kelompok ini 

merupakan keluarga terdekat kita, tempat berbagi perasaan baik suka 

maupun duka senasib dan sepenanggungan, sehingga disebutlah 

kahanggi dongan maropokat (teman musyawarah). 

Sebagai keluarga dalam satu kelompok, kahanggi harus senantiasa 

menenggang rasa, saling menghargai dan menghormati satu sama 

lainnya, pandai membujuk, menghibur dan membantu apabila salah 

satu mendapat kesusahan, sehingga kepada kahanggi kita harus 

berprinsip tatap markahanggi (selalu memperhatikan). 

Karena hubungan kekerabatan dalam markahanggi sangat rawan 

perselisihan maka di sebut juga dongan marbada.44 

O. Konsep Dalihan Na Tolu Dalam Adat Mandailing 

Masayarakat lumban dolok menganut budaya mandailing, Konsep 

Hubungan kekerabatan antar individu dalam masyarakat lumban dolok 

tercermin dalam konsep Dalihan Na Tolu. Segala aktivitas sosial budaya 

indovidu tidak dapat dipisahkan dari ikatan kekerabatan Dalihan Na Tolu 

diyakini asli kreasi nenek moyang Mandailing karena tidak ditemukan 

padanannya dalam budaya manapun. Mereka meyakini bahwa konsep 

Dalihan na Tolu dapat membentuk suatu sistem kemasyarakatan yang 

                                                             
44 H. Pandapotan Nasution, Dalihan Na Tolu dalam kawasan budaya Mandailing, 

(panyabungan: Yayasan Pencerahan Mandailing, 2015), hlm. 44. 
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ideal. Masyarakat yang ideal menurut mandailing adalah masayarakat 

yang di dalam interaksi sosialnya ditemukan holong (kasih sayang). 

Holong dijadikan sumber semua kehidupan.  

Karena itu ada istilah dalam Mandailing: holong do mula ni ugari 

(kasih sayang awal dari adat), atau holong do maroban domu, domu 

maroban parsaulian (kasih sayang membawa keakraban, keakraban 

membawa kebaikan bersama). 

Konsep Dalihan Na Tolu seperti sebuah segitiga sama sisi. Masing-

masing sisi terdiri dari: Mora (pemberi anak gadis), Kahanggi (kerabat 

satu marga), dan Anakboru (penerima anak gadis). Setiap orang secara 

abstrak memolakan diri mereka dalam segitiga itu. Hak dan kewajiban 

seseorang ditentukan oleh posisinya dalam pola itu. Tetapi sewaktu-

waktu posisi itu dapat berubah karena terjadinya perkawinan.  

Hubungan masing-masing unsur di dalamnya diatur melalui 

norma atau etika yang disebut apantunon (adab). apantunon diyakini 

mampu menciptakan hidup yang beradab. karena itu ada istilah pantun 

hangoluon, teas hamatean, artinya dengan beradab kita bisa hidup kalau 

tidak berdab kita akan binasa. 

Kekerabatan yang diikat oleh Dalihan Na Tolu membentuk 

satu ikatan rasa sahancit sahasonangan dan sasiluluton sasiriaon. 

Artinya, (sakit senang dirasakan bersama). Karenanya dalam menyikapi 

berbagai persoalan yang mereka hadapi, orang Mandailing dituntut untuk 

sahata saoloan satumtum sapartahian. Maksudnya, seia sekata menyatu 
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dalam mufakat untuk sepakat. Juga dikenal istilah mate mangolu 

sapartahian, atau hidup dan mati dalam mufakat untuk sepakat. Agar 

setiap individu mengatahui hak dan kewajibannya dalam relasi 

kekerabatan Dalihan Na Tolu, maka diciptakanlah partuturon. Dengan 

begitu, pada tutur melekat hak dan kewajibannya pada orang lain.  

P. Pengertian Peran  

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.45Peran 

disefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan 

oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam 

organisasi.  

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa 

inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or 

duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam 

suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah 

yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

seorang dalam suatu peristiwa.46  

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu 

lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu 

                                                             
45 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)  
46 Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan 

Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.  
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lembaga/organisasi biasanya diaturdalam suatu ketetapan yang merupakan 

fungsi dari lembaga tersebut.  

Peran menurut Koentrajaraningrat, berarti tinkahlaku individu yang 

memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran 

menunjuk kepada pola perilaku yang diharapakan dari seseorang yang 

memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.  

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan 

manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam 

situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.  

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang 

melaksankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu peranan. 

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh 

banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki 

status atau kedudukan tertentu.  

Q. Jenis-jenis peran 

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa 

jenis, yaitu:4  

1. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul 

dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu 

peran.  
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2. Peranan yang dianjurkan ( Prescribed Role) yaitu cara yang 

diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.  

3. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami 

seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut 

harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.  

4. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan 

secara emosional.  

5. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorangan dalam 

mejalankan peranan tertentu.  

6. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya 

kita contoh, tiru, diikuti.  

7. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang 

dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Lumban Dolok, Kecamatan 

Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Lokasi tersebut dipilih dengan 

pertimbangan seabagi berikut: 

1.   Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. 

Merupakan lokasi yang anggota masyarakatnya yang masih kuat 

memegang adat mandaling. dan masih melibatkan Dalihan Na Tolu dalam 

segala hal kegiatan di desa tersebut. 

2.   Peneliti berstatus alamat asli di lokasi penelitian, yaitu Desa Lumban 

Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Sehingga 

memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang terkait dengan 

penelitian ini. 

 Waktu penelitian mulai  24 november 2021 sampai dengan selesai 

sehingga data yang dibutuhkan penelitian ini sudah lengkap dan bisa 

dijadikan bahan untuk melengkapi hasil penelitian yang dilakukan penulis. 

B. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi 

kasus (case study) yang berbentuk penelitian kualitatif. adapun yang 

dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek informasi. 

Penelitian ini dengan cara mendeskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa 
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pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah.47  

  Penelitian ini juga dilakukan untuk mengkaji gejala-gejala sosial dari 

suatu kasus dengan cara menganalisisnya secara mendalam di lingkungan 

masyarakat tertentu. 

C. Subjek Penelitian 

 Sabjek penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi tentang 

objek yang diteliti untuk mendapatkan sebuah keterangan data dalam 

penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah digunakan secara langsung 

dan menggali informasi kepada. Masyarakat yang berada di Desa Lumban 

Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. 

D. Sumber Data 

  Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.48 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara 

langsung melalui penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi  dengan masyarakat Desa 

Lumban Dolok. Khususnya orang-orang yang termasuk dalam kelompok 

Dalihan Na Tolu yang ikut serta dalam penyelesaian sengketa kewarisan. 

2. Data Skunder 

  Data sekunder dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari 

hasil penelaahan dari kepustakaan atau penelaahaan terhadap berbagai 

                                                             
47 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian,(Jakarta: Kencana Prenada,2011), hlm. 34. 
48 Lexy J.Maleong, Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 

166. 
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literature. Atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau 

meteri penilitian ini. 

3. Bahan Hukum 

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang besifat otoritatif,49 

artinya mempunyai kekuatan. Yaitu Al-qurán, hadist, KUHPerdata, 

KHI, pendapat para ulama. 

b. Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti buku fiqh waris 

tentang warisan , hasil-hasil penelitian terdahulu, UUD, dan pendapat 

pakar hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk 

maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan skunder, 

misalnya, kamus hukum dan ensiklopedi hukum. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

  Yaitu teknik pengumpulan data yang dengan cara penelitian 

langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data ini diperlukan yang akurat 

tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan penulis adalah: 

1. Observasi 

 Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung 

ke lapangan/lokasi desa. Yang menjadi objek penelitian terutama Peran 

                                                             
49 Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 156. 
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Dalihan Na Tolu dalam penyelesaian sengketa kewarian di Desa Lumban 

Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. 

2. Wawancara 

 Yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap sumber data,50 

wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. yang 

mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara 

pencari nformasi dan sumber informasi. yang bertujuan memperoleh data 

tentang masalah di atas. 

F. Teknik Uji  Keabsahan Data 

  Adapun teknik penjamin keabsahan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah:  

1. Perpanjangan keikutsertaan 

  Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan 

kepercayaan data yang dikumpulkan. dalam hal ini peneliti kembali 

kelokasi peneitian untuk melakukan pengamatan. wawancara lagi dengan 

sumber yang pernah ditemui ataupun belum. hal ini akan menambah fokus 

penelitian yang mungkin ada yang dirahasiakan sehingga akan muncul 

data yang sebenarnya.51 

2. Ketekunan Pengamatan 

  Dalam hal ini ketekunan pengamatan bertujuan untuk melakukan 

pengecekan kembali apakah data yang telah ditemui itu salah atau tidak. 

                                                             
50Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Media Media Group, 

2009), hlm.164.  
51 Ibid, hlm. 166. 
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Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan pengamatan, penulis 

dapat memberikan deskripsi dan sistematis dari data yang diamati. 

3. Triangulasi 

 Dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian dapat 

disimpulkan sebagai teknik pengumpulan data dan waktu penelitian agar 

lebih mefokuskan data yang diperlukan. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

  Analisis data adalah peroses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Proses 

analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul 

dari berbagai sumber seperti. Wawancara dan literatur-literatur yang ada. 

Setelah di pelajari secara mendalam, maka langkah-langkah selanjutnya 

adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan keabsahan. 

  Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah 

selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah 

kemudian dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam 

penelitian ilmiah. Karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti 

dan makna yang berguna untuk penyelesian masalah penelitian. Dalam 

analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis tentang peran 

Dalihan Na Tolu dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Desa Lumban 

Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Adapun teknik data 

dianalisis secara kualitatif yang mengumpulkan data melalui observasi, 
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wawancara, dokumentasi. Teknik yang bisa dikaitkan dengan metode 

kualitatif. 

  Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskriptif 

mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari 

kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian 

hipotesis.52 

  Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu untuk 

menganalisa data yang bersifat khusus  dari kejadian-kejadian. Kemudian 

fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 

H. Sistematika Pembahasan 

  Untuk memahami penelitian ini, maka penulis akan 

mengelompokkan menjadi lima bab. Dan masing-masing bab ini terbagi 

menjadi beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian pembahasan 

yang sistematik berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. 

  Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang 

masalah guna untuk memperjelas persoalan masalah. Sehingga masalah 

tersebut perlu untuk dirumuskan yang dibuat dalam istilah rumusan masalah. 

Agar lebih terarah penelitian ini dan tercapai target. Maka dibuatlah sub bab 

tentang tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Dan untuk memahami 

istilah yang ada di dalam judul ini maka dibuatlah batasan istilah akhirnya 

dijabarkan kedalam sistematika pembahasan. 

                                                             
52 Sifiddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 126. 
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  Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori-teori yang 

mencakup pengertian warisan, dasar hukum waris, sebab-sebab mendapat 

warisan, sesab-sebab penghalang menerima warisan, dan unsur-unsur warisan 

dalam islam, pengertian Dalihan Na Tolu, komponen Dalihan Na Tolu, Ciri-

ciri Dalihan Na Tolu, Fungsi Dalihan Na Tolu, mekanisme kerja Dalihan Na 

Tolu, pengertian peran, macam-macam peran. Hal ini sangat penting untuk 

memberikan deskripsi yang jelas. Sehingga pada pembahasan selanjutnya 

dapat dijadikan gambaran dasar. 

  Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang mencakup 

lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, Teknik pengolahan data dan analisis data, teknik uji 

keabsahan data. Bab ini merupakan bab yang akan mengantarkan peneliti 

untuk mendapatkan data-data penelitian yang benar-benar terkendali dan 

dapat di uji sedemikian. 

  Bab IV yang merupakan hasil penelitian dan analisis yang 

merupakan jawaban deskripsi data dan analisis data. Yang merupakan bab 

yang membahas dan menjawab semua permasalahan yang ada dalam rumusan 

masalah. 

  Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil 

penelitian dan saran-saran. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Desa Lumban Dolok 

Lumban Dolok berasal dari kata Lumban (kampung) dan Dolok (gunung). 

Pada awalnya Desa Lumban Dolok ini belum ada, yang ada hanya sebuah 

kampung yang bernama Hutalobu. Pada suatu ketika datang banjir ke kampung 

Hutalobu maka penduduk desa tersebut pindah. Ada yang pindah ke Desa Pintu 

Padang Julu, ada yang pindah ke suatu tempat yang biasa disebut Dolok (gunung) 

di dalam Desa tersebut. Lalu orang-orang yang pindah ke Dolok tersebut 

mendirikin sebuah kampung, itulah yang dinamakan Desa Lumban Dolok. Jadi 

Desa Lumban Dolok tersebut merupakan pecahan dari Desa Hutalobu. Sekarang 

Hutalobu itu tidak digunakan sebagai kampung tapi sebagai persawahan dan 

perkebunan bagi masyarakat Desa Lumban Dolok. 

Desa Lumban Dolok memiliki tiga aliran sungai diantaranya sungai 

Siancing yang mengalir ke Desa Siabu. Di dekat sungai ada suatu tempat yang 

bernama pemandian Air Panas Siancing, ada Sungai Barajulu yang akan mengalir 

ke Desa Huraba, dan Sungai Bondar Godang yang akan mengalir ke Desa 

Sinanoan, Tanggabosi, dan Tano Tiris. Desa Lumban Dolok ini dipimpin oleh 

Kepala Desa. Dan luasnya kurang lebih 1.200 Hektar sedangkan jumlah penduduk 

kurang lebih 1.300 keluarga. Desa ini juga terbagi menjadi enam kelompok, yang 

disebut sebagai lorong. Setiap Lorong dipimpin oleh Ketua Lorong 

 

 



52 
 

 
 

1. Letak Geografis 

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan tentang letak geografis 

yang menyangkut kepada luas area Desa Lumban Dolok untuk mengetahui 

tentang letak Desa Lumban Dolok berdasarkan keterangan yang dikemukakan 

ketika wawancara yang penulis lakukan tentang batas wilayah. 

Adapun batas wilayah Desa Lumban Dolok adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Huraba 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Aek Mual  

3. Sebelah timur berbatasan dengan Persawahan Pintu Padang Julu 

4. Sebelah barat berbatasan dengan Persawahan Tanggabosi dan Sabajae53 

Adapun jarak desa Lumbandolok dengan: 

1. Ibu kota Provinsi Sumatera Utara  : 469,3 km 

2. Ibu kota Kabupten Mandailing Natal  : 46,7 km 

3. Kecamatan Siabu    : 5 km 

a. Tabel Pejabat Pemerintah di Desa Lumban Dolok 

Di dalam kehidupan masyarakat desa yang penuh dengan dengan 

kekerabatan dan kekeluargaan  tidak menutup kemungkinan terjadi 

permasalahan-permasalahan yang behubungan dengan kepentingan 

mereka sendiri di lingkungan perdata seperti masalah sengketa pembagian 

warisan, pembagian warisan yang tidak sesuai sering menimbulkan 

sengketa dalam lingkungan  keluarga mereka sendiri,oleh karena itu 

tanggung jawab keamaanan dan kerukunan dalam desa termasuk tanggung 

                                                             
53 Dokumentasi, Perbatasan Desa Lumban Dolok, Rabu, 11 mei 2022, Pukul, 11: 30 WIB 
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jawab oleh para pejebat desa sesuai dengan bidangnya masing masing. 

kolerasi antara tabel nama pejabat ini dengan pembahasan penelitian ini 

karna pejabat yang ada di desa lumban dolok akan garis depat dalam 

penyelesaian setiap permasalahan terutama di bidang sengketa kewarisan 

apabila tidak bisa di selesaikan oleh dalihan na tolu dalam keluarga yang 

bersengketa.   

Tabel I 

Nama-Nama Pejabat Pemerintah di Desa Lumban Dolok 

 

No Nama Jabatan 

1 Zul Hakim Hasibuan Kepala desa 

2 Lukman Pulungan Bendahara Desa 

3 Ahmad Syarif Ketua BPD 

4 Aswan   Kaur Humas 

5 Ali Hasro P3N 

6 Muhammad Toha P2A/ Alim Ulama 

7 Ilham Syukur  Ketua Naposo Nauli Bulung 

8 Suhaimi Tanjung Anggota BPD 

9 Ali Asri Anggota BPD 

10 Budi Ketua Lorong 1 

11 Muhammad Namu Ketua Lorong 2 

12 Purnama Hasibuan Ketua Lorong 3 

13 Marsamin Ketua Lorong 4 
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14 Nari Nasution Ketua Lorong 5 

15 Ali Muktar Ketua Lorong 6 

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Lumban Dolok54 

2. Keadaan Penduduk  

a.  Mata Pencaharian Penduduk 

Mata pencaharian penduduk desa lumban dolok sangat 

berpengaruh terhadap penilitian ini karena penelitian ini menyangkut 

kewarisan, dimana setiap harta yang dimiliki itu adalah hasil dari kerja keras 

yang setiap orang lakukan, apabila seseorang itu telah meninggal dunia maka 

harta kekayaan yang dimilikinya akan beralih secara otomatis kepada 

keluarganya yang masih hidup terutama kepada garis keturunannya, yang 

disebut dengan warisan.     

   Selanjutnya untuk melihat mata pencaharian penduduk Desa 

Lumban Dolok dapat dilihat dari tabel sebagai berikut: 

Tabel 3 

Mata Pencaharian Penduduk Desa Lumban Dolok 

NO Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Buru Tani 308 Orang 

2 Petani  1.605 Orang  

3 Pedagang  103 Orang 

4 Peternak  39  Orang  

5 Tukang Batu 55 Orang  

                                                             
54Dokumentasi, Data  Pemerintahan Desa Lumban Dolok, Rabu, 11 mei 2022, Pukul, 11: 

00 WIB. 
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6 Penjahit  24 Orang  

7 PNS dan Honorer 480 Orang  

8 Lain-lain 2.459 Orang 

 JUMLAH 5.073 Orang  

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Lumban Dolok55 

3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lumban Dolok 

Pendidikan merupakan unsur yang dibutuhkan umat manusia karena 

pendidikan merupakan usaha dalam menambah wawasan dan juga ilmu 

pengetahuan guna untuk  mencapai kemajuan dirinya sendiri. Baik dalam hal 

berpikir maupun dalam hal pembentukan keperibadian. Maka dari itu  

pendidikan sangat berhubungan dengan judul yang diangkat oleh peneliti 

karana di desa lumban dolok masyakat masih minim pengetahuannya tentang  

masalah warisan, di desa lumban dolok masih melakukan pembagian warisan 

secara adat bahkan penyelesaian sengketa kewarisan juga masih secara adat.  

melihat tingkat pendidikan masyarakat Desa Lumban Dolok, pada tabel 

dibawah ini akan dicantumkan sebagai berikut: 

Tabel 6 

Tingkat Pendidikan Orangtua Desa Lumban Dolok 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 SD 1.015 Orang  

2 SMP/MTS  515 Orang  

3 SMA/ MA  604 Orang  

                                                             
55Dokumentasi, Data Arsip Kependudukan Desa Lumban Dolok, kamis, 12 mei 2022, 

Pukul, 12: 00 WIB 
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4 SI/ Starata IV 480 Orang  

5 Lain-lain 2.459 Orang 

 Jumlah 5.073 Orang 

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Lumban Dolok56 

B. Temuan Khusus  

1. Konsep Dalihan Na Tolu Dalam Masyarakat Lumban Dolok 

Sebelum penulis membahas lebih dalam mengenai peran dan alasan 

dalihan natolu dalam menyelesaikan sengketa warisan, terlebih dahulu 

Penulis menjelaskan konsep Dalihan Na Tolu dalam Masyarakat  Desa 

Lumban Dolok. Menurut hasil observasi dengan cara melihat langsung 

masayarakat Lumban Dolok menganut budaya mandailing, konsep 

hubungan kekerabatan antar individu dalam masyarakat Lumban Dolok 

tercermin dalam konsep Dalihan Na Tolu.  

Segala aktivitas sosial budaya individu tidak dapat dipisahkan dari 

ikatan kekerabatan Dalihan Na Tolu diyakini asli kreasi nenek moyang 

Mandailing. Mereka meyakini bahwa konsep Dalihan Na Tolu dapat 

membentuk suatu sistem kemasyarakatan yang ideal. Masyarakat yang 

ideal adalah masayarakat yang di dalam interaksi sosialnya ditemukan 

holong (kasih sayang). Holong (kasing saying) dijadikan sumber semua 

kehidupan. Karena itu ada istilah dalam Mandailing: holong do mula ni 

ugari (kasih sayang awal dari adat), atau holong do maroban domu, domu 

                                                             
56Dokumentasi, Data Arsip Kependudukan Desa Lumban Dolok, Rabu, 11 mei 2022, 

Pukul, 11: 40 WIB 
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maroban parsaulian (kasih sayang membawa keakraban, keakraban 

membawa kebaikan bersama). 

Konsep Dalihan  Na Tolu di Desa Lumban Dolok seperti sebuah 

segitiga sama sisi. Masing-masing sisi terdiri dari: Mora (pemberi anak 

gadis), Kahanggi (kerabat satu marga), dan Anak Boru (penerima anak 

gadis). Setiap orang secara abstrak memolakan diri mereka dalam segitiga 

itu. Hak dan kewajiban seseorang ditentukan oleh posisinya dalam pola 

itu. Tetapi sewaktu-waktu posisi itu dapat berubah karena terjadinya 

perkawinan.  

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah 

satu masayarakat  Lumban Dolok bahwa semuanya terlibat dalam Dalihan 

Na Tolu (kahanggi, mora dan anakboru) tanpa terkecuali. karna siapa saja 

yang sudah menetap di desa tersebut harus memiliki mora, kahanggi dan 

anakboru.57  dan hubungan masing-masing unsur di dalamnya diatur 

melalui norma atau etika yang disebut apantunon (adab). apantunon 

diyakini mampu menciptakan hidup yang beradab. karena itu ada istilah 

pantun hangoluon, teas hamatean, artinya dengan beradab kita bisa hidup 

kalau tidak berdab kita akan binasa. 

Seluruh Dalihan Na Tolu baik itu kahanggi, mora, anakboru 

memiliki kewajiban masing-masing ataupun tugas masing-masing. 

Anakboru memiliki kewajiban terhadap moranya dengan istilah:  

                                                             
57 Masroina, Masyarakat Desa Lumban Dolok, Wawancara, Jum’at, 13 mei 2022, Pukul, 

19: 30 WIB 
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a. sitamba na urang siorus na lobi (si penambah yang kurang si 

pengurang yang lebih). 

b. na manorjak tu pudi juljul tu jolo (yang menerjang ke 

belakang menonjol ke depan). Maksudnya, adanya kewajiban 

anakboru untuk memuliakan moranya. 

c. si tastas nambur, artinya pihak anakboru berkewajiban 

sebagai perintis jalan (barisan terdepan) untuk menyelesaikan 

persoalan-persoalan yang dihadapi pihak mora.  

Kewajiban kepada anakborunya dalam istilah elek mar anakboru. 

Maksudnya, senantiasa menyayangi pihak anakboru.  dalam adat 

mandailing kekerabatan yang diikat oleh Dalihan Na Tolu membentuk 

satu ikatan rasa sahancit sahasonangan dan sasiluluton sasiriaon. Artinya, 

sakit senang dirasakan bersama. Karenanya dalam menyikapi berbagai 

persoalan yang mereka hadapi, orang Mandailing dituntut untuk sahata 

saoloan satumtum sapartahian.58 Maksudnya, seia sekata menyatu dalam 

mufakat untuk sepakat. Juga dikenal istilah mate mangolu sapartahian, 

atau hidup dan mati dalam mufakat untuk sepakat. Agar setiap individu 

mengatahui hak dan kewajibannya dalam relasi kekerabatan Dalihan Na 

Tolu, maka diciptakanlah partuturon. Dengan begitu, pada tutur melekat 

hak dan kewajibannya pada orang lain.  

 

                                                             
58 Samrah, Masyarakat Desa Lumban Dolok, Wawancara, Jum’at, 13 mei 2022, Pukul, 

20:10 WIB 
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2. Penyebab Terjadinya Sengketa Waris di Desa Lumban Dolok 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 

masyarakat Desa Lumba Dolok. ada beberapa penyebab terjadinya 

sengketa waris.  

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat Lumban Dolok  

b. Menunda Pembagian harta warisan  

c. Salah satu atau sebagian ahli waris yang merasa tidak adil dalam 

pembagian harta waris.  

d. Biayan nikah anak59 

3. Permasalahan Sengketa Kewarisan Yang Sering Terjadi Di Desa 

Lumban Dolok 

a. Salah satu atau sebagian ahli waris yang merasa tidak adil dalam 

pembagian harta waris. Seperti kasus yang terjadi di desa lumban 

dolok, bapak suddin danibu rahma adalah suami istri, mereka 

mempunyai anak 3 anak laki-laki kemudian bapak suddin meninggal 

dunia harta warisan yang ditinggal bapak suddin berupa tanah  2  

tempat dan 1 rumah, masyarakat desa lumban dolok tidak akan 

membagi haerata warisan kalau masih ada salah satu orang tuanya 

yang masih hidup, seterusnya ibu rahma pun meninggal, kemudian 

mereka membagi warisan tersebut dengan menggunakan adat 

kebiasaan di desa lumban dolok dengan cara anak terahir 

mendapatkan rumah kemudian anak  pertama memilih salah satu 

                                                             
59 Deli Asria, Masyarakat Desa Lumban Dolok, Wawancara, Jum’at, 13 mei 2022, Pukul, 

20:45 WIB 
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tanah antara yang tempat tersebut, dan anak kedua hanya 

mendapatkan sisa dari harta warisan tersebut sehingga terjadi 

persengketaan yang menyebabkan harus mengadukan permasalah 

tersebut kepada dalihan na tolu 

b.  Menurut bapak Abbas yang berperan sebagai berperan sebagai 

kahanggi dalam penyelesian permasalahan sengketa waris diatas. 

mengatakan bahwa “apabila kahanggi kami mengalami 

musibah/perselisihan, kami tidak tinggal diam dan tidak membiarkan 

kahanggi kami menanggung sendiri beban tersebut dan tidak merasa 

nyaman jika tidak dilesaikan. karena dalam adat markahanggi kami 

memegang serasakan senasib sepenanggungan, berat sama di pikul, 

ringan sama dijinjing.60 

c. Sedangkan hasil wawancara juga dengan  bapak Kupon Nasution 

yang berperan sebagai anakboru sedangkan yang bermasalah tersebut 

mora saya ikut dalam penyelesaian tersebut disebabkan karna mora 

kami tersebut merupakan seseorang yang di hargai dalam Dalihan Na 

Tolu yang merupakan sumber berkat tua dan haraton. tidak mungkin 

seseorang yang merupakan sumber berkat tua dan haraton.61 

d. Hasil wawancara dengan dengan bapak Marsamin juga yang  ikut 

serta dalam menyelesaikan sengketa kewarisan mengatakan bahwa 

‘’saya pernah ikut serta dalam myelesaikan persengketaan waris dan 

                                                             
60 Abbas, Masyarakat Desa Lumban Dolok, Wawancara, sabtu, 14 Mei 2022, Pukul, 17:06 

WIB 
61 Kupon Nasution, Masyarakat Desa Lumban Dolok, Wawancara, Sabtu, 14 Mei 2022, 

Pukul,  11:30 WIB 
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disitu saya berperan sebagai mora sedangkan yang bermasalah ini 

anak boru. saya ikut dalam menyelaikan permasalah anakboru saya 

karna dalam adat memagang prinsip lebih menonjolkan sifat gotong 

royong atau saling membantu tempat pangidoan gogo (tempat 

mengharapkan tenaga) sebagai pelaksana, dan sumber kekuatan baik 

tenaga, dana dan pikiran.62 

e. Biayan nikah anak   

Di Desa Lumban Dolok sering terjadi sengketa kewarisan, 

disebabkan ketika seorang anak ingin menikah namun karena bianya 

pernikahnnya mahal maka orang tua dari anak itu akan menjual 

sebagian dari hartanya untuk  membiayai pernikahan anaknya, di awal 

diperjanjikan akan dihitung  nanti apabila terjadi pembagian harta 

warisan, namun di beberapa tahun kemudian pada saat pembagian 

warisan perjanjian itu diingkari sehingga menimbilkan persengketaan 

di antara ahli waris  

Menurut hasil wawancara dengan bapak Iwan yang pernah ikut 

menyelesaiakan sengketa kewarisan di atas beliau mengatakan 

bahwasanya apapun yang  terjadi kita harus menyelesaiakan sengketa 

yang terjadi dalam kahanggi kita tersebut tanpa membeda 

bedakannya.63 

                                                             
62 Marsamin, Masyarakat Desa Lumban Dolok, Wawancara, Sabtu, 14 Mei 2022, Pukul, 

20:30 WIB 
63 Iwan, Masyarakat Desa Lumban Dolok, Wawancara, Rabu, 28 Desember 2022, Pukul, 

19: 30 WIB 
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Sedangkan menurut bapak Amri yang pernah ikut 

menyelesaiakan permasalahan sengketa kewarisan yang berperan 

sebagai anakboru sedangkan yang berperkara adalah moranya dan 

beliau mengatakan tidak mungkin seseorang mora yang di hormati 

dalam sutu Dalihan Na Tolu tidak diikutkan dalam menyelesaikan 

sutu permasalahan.64 

Kemudan hasi wawancara dengan bapak Jubriadi yang pernah 

ikut serta dalam menyelesaiakan permasalahan sengketa kewarisan di 

desa lumban dolok bilau berperan sebagai mora dan yang bersengketa 

adalah anakboru saya, beliau mengatakan di dalam adat mora adalah 

yang paling di hormati karena mora itu yang paling dituakan sehingga 

mora harus mampu berperan aktif dalam penyelesaian sengketa 

kewarisan yang terjadi terhadap anakboru nya.65  

4. Alasan Dalihan Na Tolu Ikut Serta Dalam Menyelesaikan 

Warisan 

Menurut hasil penelitian  Dalihan Na Tolu merupakan unsur 

terpenting dalam suatu permasalahan/persengketaan. menurut hasil 

wawancara dengan dengan salah satu kahanggi dari pihak yang 

bersengketa dan yang pernah ikut serta dalam meyelesaikan suatu 

permasalahan waris. bahwa Dalihan Na Tolu tidak sembarangan ikut 

                                                             
64Amri, Masyarakat Desa Lumban Dolok, Wawancara, Rabu, 28 Desember 2022, Pukul, 

20:45 WIB 
 
65 Jubriadi, Masyarakat Desa Lumban Dolok, Wawancara, Rabu, 28 Desember 2022, 

Pukul, 21:15 WIB 
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serta dalam menyelesaiakn suatu masalah melainkan Dalihan Na Tolu 

memiliki alasan yang kuat berikut beberapa alasan tersebut: 

a. Hubungan Markahanggi  

Mereka memegang prinsip kebersamaan, seperti kata pepatah  

songon siala sampagul, rap tuginjang rap tu toru maraud rap marguru, 

sabara sabustak, salumpat saindege.  dalam hal ini harus merasakan 

senasib sepenanggungan, berat sama di pikul, ringan sama dijinjing. 

kahanggi tidak dapat dipisahkan oleh siapapun, seperti memisah air, air 

akan bersatu kembali (tampulok aek sigotan lai-lai), ruk ruk parau, 

mangalap tu rapot na yang diartikan perselisihan paham harus dijadikan 

untuk lebih mempererat hubungan.  

b. Hubungan Maranakboru 

Maranakboru lebih menonjolkan sifat gotong royong atau saling 

membantu. anakboru sebagai pangidoan gogo (tempat mengharapkan 

tenaga) sebagai pelaksana yang merupakan sumber kekuatan baik tenaga, 

dana dan pikiran dalam adat sering disebut :  

“sulu dina golap, tungkot dilandit, sinatamba na urang, sihorus na lobi” 

Artinya : “sebagai alat penerang di hari gelap, tongkat disaat berjalan 

dijalanan yang licin, menutupi apa yang kurang dan membersihkan segala 

yang bersisa” 

Atau dapat juga diartikan, kalau kahanggi kekurangan, maka 

anakboru yang diharapkan untuk menambahinya. dan kalau ada yang lebih 

maka anakboru berhak mengambil kelebihannya.  



64 
 

 
 

c. Hubungan Marmora  

Secara fungsional mora berkedudukan sebagai pangidoan tua 

dohot hartan. mora merupakan pihak yang harus dihormati. mora disebut 

sebagai mata ni ari sogakgahon, yaitu matahari yang tidah boleh 

ditentang. mora dianggap sebagai sumber berkat, tua dan haraton. 

Ketiga kelompok ini mempunyai kedudukan dan fungsional yang 

berbeda-beda antara:  

1) Harus saling menghormati. kedudukan dan fungsi seseorang dalam 

paradaton sudah saling mengetahui atau siapa yang menjadi kahanggi, 

mora dan anakboru. 

2) Adanya rasa cinta dan kasih sayang (olong) akan timbul rasa 

kesatuan dan persatuan (domu) rasa senasib sepenanggungan. hal ini 

terjadi bukan karena rasa ke daerahan (territorial) namun juga merasa 

lebih erat yaitu merasa mempunyai ikatan darah (genealogis) 

3) Mempunyai tanggung jawab untuk mensukseskan suatu pekerjaan 

yang merupakan hak serta kewajiban.  

4) Dalihan Na Tolu merupakan system yang saling terkait, saling 

berhubungan, saling menunjang, saling membantu dan saling 

mendukung. 

5. Peran Dalihan Na Tolu Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan 

di Desa Lumban Dolok  

Hasil penelitian ini di dukung dengan masyarakat Lumban Dolok 

yang memiliki adat budaya mandailing yang sangat kuat. serta konsep 
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hubungan kekerabatan antar individu dalam masyarakat Lumban Dolok 

tercermin dalam konsep Dalihan Na Tolu. Segala aktivitas sosial budaya 

individu tidak dapat dipisahkan dari ikatan kekerabatan  Dalihan  Na Tolu 

yang diyakini asli kreasi nenek moyang Mandailing. maka dari itu Dalihan 

Na Tolu sangat berperan penting dalam menyesaikan setiap ada 

masalah/perkara/ persengketaan. 

Penyelelesaian sengketa kewarisan di Desa Lumban Dolok harus 

diselesaikan dengan beberapa tahapan yaitu tahap pertama antar ahli waris 

yang menyelesaikannya, apabila tidak berhasil kemudian secara geologis 

(kekerabatan) yaitu dengan cara mengundang dalihan na tolu dari ahli 

waris. Selanjutnya ketika tidak bisa diselesaikan secara geologis maka 

akan di tempuh dengan cara selanjutnya yaitu dengan cara teritorial 

(kewilayahan), penyelesaian secara teritorial ini adalah penyelesaian 

sengketa  dengan cara mengundang dan melibatkan, kepala desa, cerdik 

pandai, harajaon, tokoh agama dan jajaran pemerintahan yang ada di desa 

Lumban Dolok yang dianggap berperan penting dalam penyelesaian 

sengkata kewarisan, biasanya penyelesaian sengketa kewarisan secara 

geologisn (kekerabatan) berhasil sehingga jarang sekali menempuh 

penyelesaian sengketa secara territorial. 

Selajutnya apabila ada salah satu ahli waris yang bersengketa. pihak 

yang bersengketa selalu mendatangi rumah (mora, kahanggi, anakboru) 

dari mereka dan menceritakan masalah persengketaan tersebut kepada 

kahanggi, anakboru dan moranya agar diselesiakan secara damai. 
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selanjutnya setelah Dalihan Na Tolu menerima aduan dari kedua belah 

pihak, dan sudah mengetahui asal usul persengketaan dari kedua belah 

pihak tersebut. kemudian Dalihan Na Tolu memanggil kedua belah pihak 

dan menyelesaikannya secara kekeluargaan tanpa melibatkan kepala desa 

tokoh agama, tokoh adat dan hatobangon terlebih dahulu. 

Selanjutnya hasil wawancara dari beberapa Daliha Na Tolu, peneliti 

menemukan beberapa peran yaitu:66 

a. Tempat pengaduan kedua belah pihak yang bersengketa. 

b. Dalihan Na Tolu berperan sebagai mediator bertindak sebagai 

fasilitator.  

c. Dalihan Na Tolu membantu para pihak yang bersengketa dalam 

menyelesaikan masalah  

d. Dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. 

e.  Dalihan Na Tolu berperan membantu para pihak agar dapat mencapai 

kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang 

bersengketa.  

f. Dalihan Na Tolu tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi 

berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa.  

g. Dalihan Na Tolu berperan menciptakan kondisi yang kondusif yang 

dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang 

bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan. 

                                                             
66 Toha, Masyarakat Lumban Dolok, Wawancara, Jum’at, 20 mei 2022, Pukul, 21:10 

WIB 
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Dalihan Na Tolu berperan sebagai mediator terlihat dari sikapnya 

yang dapat di gambarkan sebagai berikut: 

a. Dalihan Na Tolu berada di tengah para pihak, Dalihan Na Tolu 

bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di 

tengah para pihak. 

b. Mengisolasi proses mediasi. Dalihan Na Tolu tidak berperan sebagai 

hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, 

bukan pula bertindak dan berperan sebagai pemberi nasihat hukum 

melainkan hanya berperan sebagai penolong. 

c. Dalihan Na Tolu harus mampu menekan reaksi, dalam point ini seorang   

Dalihan Na Tolu harus mampu berperan untuk menghargai apa saja 

yang dikemukakan kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang 

pendengar yang baik mampum mengontrol kesan buruk sangka, mampu 

berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu 

menganalisa dengan cermat fakta persoalan serta mampu berpikir di 

atas pendapat sendiri. 

d. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan, sedapat mungkin 

pembicaraan pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu 

mengarahkan secara langsung kearah pembicaraan ke arah pokok 

penyelesaian. 

e. Pemeriksaan bersifat konfidensi, segala sesuatu yang dibicarakan dan 

dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia 
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oleh karena itu mediator harus memegang teguh kerahasiaan 

persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa. 

f.  Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis kedua belah 

pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-

sama menang. 

Dari uraian diatas Dalihan Na Tolu berperan sebagai mediator 

dapat di gambarkan dari sikap-sikap Dalihan Da Tolu dalam 

menyelesaikan sengketa waris tersebut. 

Kemudian apabila tidak terselesaikan maka Dalihan Na Tolu juga 

berperan untuk mengadukan masalah persengketaan itu kepada kepala 

desa tokoh agama tokoh adat dan hatobangon. karna Dalihan Na Tolu 

(kahanggi, mora, dan anakboru)  yang lebih tahu kedua masalah 

tersebut yang merupakan  tempat pengaduan dari kedua belah pihak 

yang bersengketa. ada beberapa tugas  Dalihan Na Tolu: 

a. Menyampaikan mengadukan persengketaan itu informasai 

persengketaan kepada tokoh agama agara ikut serta dalam 

menyelesaikan apabila Dalihan Na Tolu tidak bisa lagi 

menyelesaikannnya. 

b. Menyampaikan informasai persengketaan kepada kepala desa agara 

ikut serta dalam menyelesaikan apabila Dalihan Na Tolu tidak bisa 

lagi menyelesaikannnya 

Dalam masyarakat penulis melihat bahwa adat lebih di utamakan 

setiap ada persengketaan waris pihak yang bersengketa melimpakan 
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sepenuhnya kepada mora, kahanggi, anakboru walaupun mereka meminta 

pendapat tokoh-tokoh adat, hatobangon, tokoh agama. 

6. Penyelesaian sengketa  kewarisan 

Hasil penelitian di desa Lumban Dolok pembagian harta waris 

menurut hukum Islam tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang 

diatur di dalam Al-qur’an dan Hadist. Banyak sengketa terjadi di antara 

para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan 

tersebut dibagikan.  

Sebagaimana hasil wawancara dari beberapa masyarakat Lumban 

Dolok bahwa Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam 

dapat di selesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi.  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa 

yang dilakukan oleh masyarakat Lumban Dolok  dapat memberikan 

keuntungan lebih untuk ahli waris adalah penyelesaian sengketa secara 

non litigasi/di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa kewarisan dengan 

menggunakan metode mediasi. dengan melibatkan Dalihan Na Tolu 

sebagai mediator dan kadang-kadang melibatkan tokoh adat, tokoh 

msyarakat,kepala desa, dan tokoh agama. 

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa 

pembagian harta waris menurut hukum Islam dapat menciptakan suasana 

keluarga lebih harmonis kembali karena sengketa dapat diselesaikan 

dengan tuntas. Pada proses mediasi ahli waris wajib menuangkan butir-

butir kesepakatan yang telah disepakati. Kesepakatan damai tersebut 
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kemudian dikukuhkan menjadi surat perdamaian agar kesepakatan damai 

yang telah dibuat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para ahli 

waris yang bersengketa. serta penyelesaian sengketa kewarisan tersebut 

sebagian besar berhasil dan jarang sekali permasalahan sengketa 

kewarisan ini di bawa ke pengadilan karena sudah di selesaikan terlebih 

dahulu oleh Dalihan Na Tolu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul Peran 

Dalihan Na Tolu Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Desa Lumban 

Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dapat di simpulkan 

bahwa konsep hubungan kekerabatan antar individu dalam masyarakat  

Lumban Dolok tercermin dalam konsep Dalihan Na Tolu. Segala aktivitas 

sosial budaya individu tidak dapat dipisahkan dari ikatan kekerabatan dalihan 

natolu diyakini asli kreasi nenek moyang Mandailing dalam menyelesaiakan 

permasalahan.  

1. Adapun Peran Dalihan Na Tolu Dalam Penyelesaian Pengketa 

Kewarisan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu yaitu. 

a. Tempat pengaduan kedua belah pihak yang bersengketa. 

b. Dalihan Na Tolu berperan sebagai mediator bertindak sebagai 

fasilitator.  

c. Dalihan Na Tolu membantu para pihak yang bersengketa dalam 

menyelesaikan masalah. 

d. Dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. 

e. Dalihan Na Tolu berperan membantu para pihak agar dapat mencapai 

kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang 

bersengketa.  

f. Dalihan Na Tolu tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi 

berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa.  



72 
 

 
 

g. Dalihan natolu berperan menciptakan kondisi yang kondusif yang 

dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang 

bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan. 

2. Alasan Dalihan Na Tolu Turut Serta Dalam Penyelesaian Sengketa 

Kewarisan Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu 

a. Adanya rasa cinta dan kasih saying (olong) akan timbul rasa kesatuan 

dan persatuan (domu) rasa senasib sepenanggungan. hal ini terjadi 

bukan karena rasa ke daerahan (territorial) namun juga merasa lebih 

erat yaitu merasa mempunyai ikatan darah (genealogis) 

b. Mempunyai tanggung jawab untuk mensukseskan suatu pekerjaan 

yang merupakan hak serta kewajiban.  

c. Dalihan Na Tolu merupakan system yang saling terkait, saling 

berhubungan, saling menunjang, saling membantu dan saling 

mendukung. 

B. Saran-Saran 

Peneliti berharap agar ada yang mengkaji penelitian ini lebih lanjut 

terutama mengenai peran dalihan na tolu dalam penyelesaian sengketa 

warisan di Desa Lumban Dolok. Melalui penelitian ini kita akan lebih dapat 

menumbuhkan rasa cinta terhadap kebudayaan mandailing yang memiliki 

keunikannya tersendiri , rasa cinta dan kasih saying (olong) akan timbul rasa 

kesatuan dan persatuan (domu) dan rasa senasib sepenanggungan. Para 

generasi muda juga diharapkan hendaknya melestarikan budaya mandailing 

karena sangat penting dikemudian hari sehingga tidak menghilangkan nilai-
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nilai luhur yang terkandung di dalamnya, Bagaimanapun orang akan 

mengenal jati dirinya didasari melalui nilai luhurnya. 
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2018-2022 : S-1 Hukum Ahwal Al-Syakhsiyah UIN  

SYAHADA Padangsidimpuan 
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